
 
 

 
 

 
 

di Kuala Tungkal  
  

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI 

 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR  : 102 /Kep.Bup/KESRA/2024 

 

TENTANG 
 

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PETUGAS SYARA’ SHALAT JUM’AT  

MASJID SYAIKH UTSMAN TUNGKAL PEMERINTAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan telah diresmikannya Pembangunan 
Masjid Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diberi 

nama Masjid Syaikh Utsman Tungkal dan  untuk kelancaran 
pelaksanaan Ibadah khususnya Shalat Jum’at, perlu diberikan 

honorarium kepada Petugas Syara’ Shalat Jum’at Masjid Syaikh 
Utsman Tungkal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun Anggaran 2024; 
 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian 

Honorarium Kepada Petugas Syara’ Shalat Jum’at Masjid Syaikh 
Utsman Tungkal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun Anggaran 2024. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3903) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun    2000    tentang    

Perubahan    atas    Undang-Undang Nomor 54 Tahun  1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur  

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keputusan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2021 Nomor 5); 
 

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 
Nomor 4); 

 

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);  
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
Memperhatikan  : Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  

(DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Tahun Anggaran 2024.  

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan      : 
KESATU            :  Memberikan Honorarium kepada Petugas Syara’ Shalat Jum’at 

Masjid Syaikh Utsman Tungkal Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 selama 52 (lima puluh dua) 
kali kegiatan yang setiap kegiatannya sebesar sebagai berikut : 

a. Khatib   : Rp. 300.000,- 
b. Imam    : Rp. 200.000,- 

c. Bilal   : Rp. 200.000,- 
  

KEDUA      :  Petugas Syara’ Shalat J,um’at sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Khatib bertugas : 

- menyampaikan Khotbah diatas mimbar pada waktu Shalat 
Jum’at. 

2. Imam  bertugas : 
a. menjaga kesempurnaan Shalat Jum’at 

b. meluruskan shaf sebelum pelaksanaan Shalat Jum’at; dan 
c. memimpin Shalat Jum’at 

3. Bilal bertugas : 

a. mengumandangkan Adzan Pertama 
b. mengumandangkan Adzan Kedua dan menyerahkan tongkat 

kepada Khatib; dan 
c. membaca do’a 

 

KETIGA            :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 

pada    Dokumen      Pelaksanaan      Anggaran       Satuan    Kerja 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 
Kabupaten    Tanjung     Jabung     Barat   pada  Kegiatan 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait 
Kesejahteraan Sosial  dengan Kode Rekening 

4.01.02.202.02.5.1.02.02.01.0007 (Honorarium Rohaniawan).  
 

KEEMPAT         : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 
sampai dengan 31 Desember 2024. 

          
   

       Ditetapkan  di  Kuala Tungkal  
       pada tanggal, 05 Maret 2024 
 

      BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

                                                                                          ttd 
 

                          ANWAR SADAT 
 


